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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Notaris atau dikenal dengan pejabat umum adalah pejabat yang 

berhak atas pemberian jasa pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh 

Notaris berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum untuk 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 

setiap warga negara Indonesia.1 Notaris sebagai pejabat publik 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk bekerja 

secara profesional.2  

Pembuatan akta autentik merupakan tugas utama dari seorang 

Notaris. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari 

istilah Openbare Ambtenare yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan 

Jabatan Notaris (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie 

Staatsblad. 1860:3), dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris 

                                                           
1 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan 

Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.6.   
2 Nur Saptanti dan Supanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta 

Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis”,  

Jurnal Repertorium, Volume II, Nomor 2, Surakarta: Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm.177.  
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(Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie Staatsblad. 1860:3), 

menyebutkan bahwa Notaris adalah: 

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, 

om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, 

overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene 

verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij 

authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te 

verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, 

afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het 

opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan 

andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.” 

 

Terjemahan :  

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang 

untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan 

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 

dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, 

salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu 

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” 

 

Notaris dalam menjalankan kewenangannya berwenang untuk   

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN).  

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaannya 

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, karena akta Notaris merupakan akta autentik.3 Menurut 

Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan akta autentik adalah: 

 “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 

dibuatnya.” 

 

Pasal ini menjelaskan bahwa suatu akta dapat disebut sebagai akta 

autentik apabila telah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut, 

yaitu:  

a. Dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang; 

b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk 

pembuatan  akta tersebut; dan 

c. Dibuat di wilayah Notaris berwenang. 

Kemudian suatu akta autentik harus memenuhi syarat-syarat yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum;  

b. Pasal 38 UUJN mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak 

menentukan mengenai sifat dari akta. Dalam Pasal 1 angka 7 

UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara 

yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 

ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar 

Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan 

Notaris;  

                                                           
3 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku 

Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.148. 
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c. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dinamakan akta 

relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten) yang berisi uraian 

Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas 

permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak 

yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta 

yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris atau yang 

dinamakan akta pihak (partij akten) akta pihak, berisi uraian 

keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang 

diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar 

uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta 

Notaris; dan  

d. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang 

menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris 

adalah,  yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan 

para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, 

maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk 

memenuhi keinginan dan permintaan para pihak.  

Dari syarat akta autentik tersebut, tidak berarti Notaris sebagai 

pihak dari akta tersebut, Notaris tetap berada diluar para pihak atau 

bukan pihak dalam akta. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, 

sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan di kemudian hari, 

maka kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut 

serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum 
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pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam kualifikasi 

hukum perdata.4 

Akta Notaris memiliki karakter yuridis, yaitu sebagai berikut: 

a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan 

oleh undang-undang (UUJN);  

b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan 

keinginan Notaris. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama 

Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai 

pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya 

tercantum dalam akta;  

c. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan 

lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan daya 

ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para 

pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak 

setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan 

permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan 

tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat 

dibuktikan. 

  

                                                           
4 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temantik Terhadap Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2009, 

hlm.128. 
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Notaris memliki 4 (empat) kewenangan, yaitu; 

a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus 

dibuat;  

b. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik sepanjang 

tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, Pasal 15 UUJN 

telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan 

suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu 

tindakan diluar wewenang tersebut. Jika Notaris melakukan 

tindakan diluar wewenang yang sudah ditentukan dan 

menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial maka 

dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Untuk 

permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawas atau Majelis 

Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu 

turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis 

Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat turut serta 

untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan 

wewenang Notaris; 

c. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat 

membuat akta untuk setiap orang, tetapi demi menjaga netralitas 

Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut 

Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta 

untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai 
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hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena 

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan 

lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta 

dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi 

pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan 

ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk 

siapa akta dibuat, harus memiliki keterkaitan yang jelas misalnya 

jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan 

akta kuasa untuk menjual, pihak yang menjual mempunyai 

wewenang untuk menjualnya kepada siapapun.  

Notaris dapat mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, 

dengan cara Notaris melihat asli surat dan meminta fotocopy atas 

identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang 

sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertipikat tanah sebagai tanda 

bukti kepemilikannya.5 Ada kemungkinan pula antara orang 

yang namanya tersebut dalam KTP dan sertipikat bukan orang 

yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai 

dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak kesamaan nama 

dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya 

tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas 

                                                           
5 Rizky Amalia, Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar, “Pertanggung jawaban 

Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”, Jurnal Al-Ishlah: 

Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 24, Nomor 1, Makassar: Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, hlm.193.  
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lain. Berkaitan dengan identitas diri penghadap dan bukti 

kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata 

palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung 

jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap; dan  

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana 

akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris 

harus berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota.  

Kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi: 

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang.” 

 

Pembuatan akta Notaris harus berdasarkan aturan hukum yang 

berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya 

menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan 

g. membuat akta risalah lelang. 
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Notaris wajib menjamin mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, 

tahun dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada 

bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak 

menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, 

tahun dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur 

pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, 

dalam hal ini UUJN. Jika pihak di hadapan Notaris pada saat yang 

diyakininya benar, tapi ternyata dalam salinan dan minuta akta tidak 

sesuai dengan kenyataan yang diyakininya, maka pihak yang 

bersangkutan melakukan tindakan pengingkaran terhadap kepastian 

hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum 

dalam akta. 

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus profesional, 

yaitu pada saat Notaris menjalankan tugas mengutamakan keahlian 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya, amanah, dan  

bekerja sesuai Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) 

dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang 

akurat berupa akta autentik.6   

                                                           
6 Asep Setiawan, dan Gunarto Gun, “Analisis Yuridis Standar Prosedur 

Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul 

Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1, Semarang:  Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, 

hlm.5-8.  
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Salah satu Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) 

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai seorang 

Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau identitas dari 

para penghadap yang hendak membuat akta notarill. Hal tersebut 

dilakukan oleh Notaris karena berdasarkan Pasal 39 UUJN 

menyatakan bahwa: 

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah; dan  

b. cakap melakukan perbuatan hukum.  

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan 

kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 

paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan 

cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 

(dua) penghadap lainnya.  

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan 

secara tegas dalam Akta.  

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 39 UUJN Notaris dapat memeriksa 

identitas para penghadap melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 

disertai pula dengan buku nikah apabila para penghadap telah 

menikah.  

Selain profesional, Notaris juga harus mampu memberikan 

penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap. 

Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan 

keterangan palsu ataupun itikad buruk penghadap yang dibuat oleh 

para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. 

Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana 

bagi Notaris. 
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Apabila Notaris telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku yakni UUJN, maka Notaris akan 

terhindar dari segi permasalahan hukum. Upaya pengamanan diri 

lain yang bisa dilakukan oleh Notaris selain menjaga keabsahan dan 

otentitas akta Notaris sebagai akta autentik yaitu dengan 

memperhatikan bahwa kedudukan Notaris merupakan pejabat netral 

yang tidak memihak kepada salah satu pihak/penghadap. Hal 

tersebut merupakan kewajiban Notaris yang tidak dapat diabaikan 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN dan 

Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris.7 

Dalam praktiknya, akta autentik yang dibuat oleh Notaris sering  

dipermasalahkan oleh penghadap karena Notaris sebagai pembuat 

akta autentik dianggap merugikan kepentingannya, baik itu adanya 

pengingkaran suatu isi akta, tanda tangan para pihak, kehadiran 

pihak di hadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan 

palsu dalam akta. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat 

bukti dipersoalkan di pengadilan, dapat menyebabkan pemanggilan 

langsung Notaris untuk ke pengadilan sebagai saksi atau bahkan 

sebagai pihak yang digugat. Penyebab permasalahan tersebut bisa 

                                                           
7 Saiful Rizal, “Pengamanan Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, 

Jurnal Education and Development, Volume 10, Nomor 2, Surabaya:  Program Studi 

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2022, hlm.115. 
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timbul secara langsung akibat kelalaian seorang Notaris, dan bisa 

juga berasal dari ketidakjujuran orang lain.8 

Hal tersebut tentunya mengakibatkan terlibatnya Notaris dalam 

kasus hukum. Berkaitan dengan masalah tersebut maka sudah 

sewajarnya Notaris bermaksud memberikan perlindungan kepada 

dirinya sendiri. Karena dalam menjalankan tugas dan jabatannya jika 

sudah mengikuti aturan yang ada dalam UUJN dan tidak melanggar 

kode etik tentunya sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi 

Notaris. Tetapi untuk menambah perlindungan diri Notaris, sebagian 

Notaris mencantumkan suatu klausula pengamanan diri Notaris atau 

Disclaimer Clause dalam akta yang dibuat Notaris yang biasanya 

disebut dengan klausula proteksi diri.  

Beberapa contoh pencantuman klausula proteksi diri dalam akta 

Notaris pada umumnya sebagai berikut: 

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

“Pihak Kedua dengan ini menerangkan telah memeriksa dengan 

sungguh-sungguh dan teliti mengenai segala sesuatu mengenai 

tanah dan bangunan tempat tinggal beserta segala sesuatu yang 

berada di atasnya tersebut, Sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris 

dan para saksi dari segala tuntutan hukum berupa apapun juga  

mengenai hal-hal tersebut.” 

 

2. Pengikatan Untuk Pengoperan dan Penyerahan Hak 

“Para pihak dengan ini menerangkan telah memeriksa dengan 

sungguh-sungguh dan teliti mengenai segala sesuatu mengenai 

tanah tersebut dan menjamin bahwa Surat Tanah sebagai bukti 

Hak Atas Tanahnya adalah satu-satunya yang sah atau tidak 

                                                           
8 Siti Rohmatul Izzah, “Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta 

Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri”, Jurnal Education and Development, Volume 

10, Nomor 2, Surabaya:  Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Surabaya, 2022, hlm.222. 
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pernah dipalsukan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para 

pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan para 

saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga mengenai hal-hal 

tersebut.” 

 

3. Consent Roya 

“Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran 

identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan 

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas 

hal tersebut. Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah 

mengerti dan memahami isi akta ini serta membebaskan Notaris 

dan para saksi dari segala tuntutan maupun gugatan apapun juga 

dikemudian hari.” 

Dalam hal pembuatan akta autentik, pencantuman klausula proteksi 

diri oleh Notaris tidak perlu dicantumkan karena Notaris dinilai 

mengkhawatirkan jabatannya sebagai Notaris yang sudah dilindungi 

oleh UUJN. Namun sebenarnya hal yang menyebabkan pencantuman 

klausula proteksi diri dalam akta Notaris disebabkan karena adanya 

itikad buruk dari penghadap. Adanya itikad buruk tersebut dapat 

mengakibatkan mengikutsertakan Notaris ke dalam masalah hukum.  

Seperti kasus mengenai pencantuman klausula “Clear and 

Definite” dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut 

dengan PPJB). Penjual dan pembeli menghadap Notaris untuk 

dibuatkan PPJB. Pada saat Notaris membuat akta PPJB sebelum akhir 

akta mencantumkan klausula “Clear and Definite” yaitu:  

“Bahwa objek yang diperjualbelikan tidak dalam keadaan 

sengketa dan tidak dihuni oleh orang lain. Sehubungan dengan 

hal tersebut diatas, para pihak menyatakan dengan tegas 

membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum 

berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut”.  
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Akta PPJB yang sudah dibuat Notaris dibacakan oleh Notaris 

kemudian ditandatangani para penghadap. Namun di kemudian hari 

pembeli mengecek lokasi tanah tersebut ternyata tanah tersebut 

dihuni orang lain dan terdapat tulisan “Tanah sedang dalam 

sengketa”. Pembeli dalam kasus ini merasa dibohongi oleh Penjual 

dan Notaris yang telah membuatkan akta PPJB. Dalam kasus ini 

Notaris dilibatkan oleh pembeli dikarenakan Notaris menuliskan 

klausula “Clear and Definite” tidak benar.  

Padahal faktanya tanah sebagai objek jual beli tersebut dihuni 

orang lain dan sedang dalam sengketa. Akhirnya pembeli 

melaporkan penjual serta Notaris ke pihak yang berwajib dengan 

alasan akibat kesalahan dan kelalaian Notaris tersebut telah 

menimbulkan kerugian yang dialami oleh pembeli. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka perlu dilakukan suatu penelitian 

dengan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul:  

“Penerapan Klausula Proteksi Diri Notaris Dalam Akta Notaris 

Terkait Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP)” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan klausula proteksi diri dalam akta Notaris 

terkait Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) dapat 

menjadi perlindungan hukum bagi Notaris ? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris apabila klausula proteksi 

diri dalam akta Notaris tidak dicantumkan ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat 

mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam 

pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan klausula proteksi 

diri dalam akta Notaris terkait Standar Prosedur Pelayanan 

Operasional (SPPOP) dapat menjadi perlindungan hukum bagi 

Notaris. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum bagi Notaris 

apabila klausula proteksi diri dalam akta Notaris tidak 

dicantumkan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian ada manfaat yang diharapkan, Adapun 

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan, menambah kepustakaan, menjadi referensi serta 

dapat memberikan pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum 

terkhusus untuk praktik kenotariatan yang berhubungan dengan 

penerapan klausula proteksi diri dalam akta Notaris terkait 

Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) untuk 
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menghindari Notaris dari keterangan palsu ataupun itikad buruk 

penghadap sehingga dapat merugikan Notaris.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan menjadi acuan bagi para praktisi di lembaga 

bidang kenotariatan, praktisi-praktisi hukum, dan masyarakat 

mengenai penerapan klausula proteksi diri dalam akta Notaris 

terkait Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP), yang 

akan diuraikan sebagai berikut : 

1) Notaris 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan wawasan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan 

wewenang jabatannya sebagai Notaris khususnya dalam perihal 

penerapan klausula proteksi diri dalam akta Notaris sebagai 

perlindungan hukum bagi Notaris.  

2) Praktisi Hukum 

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan wawasan bagi 

para praktisi di bidang hukum yaitu, polisi, advokat, jaksa, dan  

hakim agar mengerti dan tidak salah kaprah terhadap 

kedudukan jabatan Notaris yang sering dimaknai Notaris 

sebagai pihak di dalam akta. Sehingga ketika akta Notaris 

terjadi suatu permasalahan hukum, Notaris seringkali 



17 

 

 

 

ditempatkan sebagai saksi, tersangka, terdakwa, tergugat, atau 

bahkan turut tergugat.  

3) Masyarakat  

Hasil Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris untuk dapat 

lebih memahami mengenai wewenang Notaris dalam membuat 

akta. Dikarenakan masyarakat berasumsi bahwa Notaris dalam 

menjalani tugas dan kewenangannya terlibat sebagai pihak di 

dalam  Akta. Padahal Notaris hanya mengkonstantir apa yang 

dikehendaki oleh para pihak untuk kemudian dimasukan 

kedalam akta Notaris. 

E. Kerangka Teori 

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat 

diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied 

Theory. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab 

permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah 

diatas adalah sebagai berikut: 

1. Grand Theory 

1.1.  Teori Kepastian Hukum 

Suatu negara hukum yang memiliki kedudukan tertinggi 

dalam pelaksanaan pemerintahan adalah hukum. Kepastian 

hukum adalah menjaga setiap kepentingan subjek hukum 
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agar tidak terganggu dan terjamin kepastiannya.9 Teori ini 

dicetuskan oleh John Austin dan Van Kan. Teori kepastian di 

dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran 

mazhab positivisme. 

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang 

beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut 

dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas 

apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula 

membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.  John 

Austin dengan Analitical legal positivismnya, menjadi 

penganut utama aliran positivisme yuridis termasuk ajaran 

Analytical Jurisprudence yang dikemukakan oleh John Austin 

adalah Law is a command yang artinya hukum merupakan 

perintah dari penguasa.10 Secara implisit aliran ini pada 

hakikatnya menegaskan beberapa hal yaitu: 

1. Bahwa pembentuk hukum adalah penguasa; 

2. Bahwa bentuk hukum adalah undang-undang; dan  

                                                           
9
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Pranada 

Media Group, 2009, hlm.288. 
10 Surawardi, dan Ahmad Riyadh Maulidi, “Filsafat Positivisme Dan Ilmu 

Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Pendidikan Di Indonesia”, Jurnal Yaqzhan, 

Volume 08, Nomor 01, Cirebon: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon, 2022. hlm.39.   
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3. Bahwa hukum diterapkan terhadap pihak yang dikuasai, 

yang dimensi keharusannya diketatkan melalui 

pembebanan sanksi terhadap pelanggarnya. 

Kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum yang 

berisi keadilan. Norma-norma yang berkaitan dengan 

keadilan harus berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.  

Kepastian hukum sifatnya normatif dan merupakan sesuatu 

yang pasti, artinya peraturan yang dibuat dan diundangkan 

sudah pasti karena mengatur dengan jelas dan secara logis 

dalam artian kaitannya dengan suatu norma dengan norma 

yang lain tidak berbenturan yang berakibat menimbulkan 

konflik serta tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-

tafsir.11  

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengatasi 

persoalan hukum yang berkaitan dengan profesi Notaris 

seperti, pertanggung jawaban Notaris, peran Notaris, serta 

perlindungan Notaris terhadap pembuatan akta autentik. 

Praktiknya permasalahan tersebut masih banyak timbul 

dikalangan masyarakat dan mereka dalam hal ini adalah 

penghadap sering mengikutsertakan Notaris dalam kasus 

                                                           
11 Putu Vera Purnama Diana, “Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan 

Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”, Jurnal Acta Comitas, Volume 1, 

Denpasar: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

2017, hlm.163. 
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tersebut. Dengan teori asas kepastian hukum diharapkan 

dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris. 

2. Middle Range Theory 

2.1. Teori Kewenangan 

Kewenangan adalah hak untuk memperoleh atau 

menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang 

pejabat, atau institusi sesuai ketentuan yang berlaku. Isitilah 

kewenangan (authority) biasanya disebut pada saat 

seseorang dalam pelaksanaan jabatannya karena 

wewenang diperoleh dari jabatan. Jadi kewenangan 

merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat 

atau institusi menyangkut kompetensi tindakan hukum.12 

Konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti 

dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang 

kewenangan. Kewenangan adalah: 

“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh 

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. 

 

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian 

konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:  

1) Adanya aturan-aturan hukum; dan  

2)  Sifat hubungan hukum.  

                                                           
12 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013, hlm.99.   
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Secara teori, kewenangan yang diperoleh permerintah 

yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut 

diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat.  Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt 

mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai berikut: 

a) Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan 

oleh pembuat Undang-Undang kepada organ 

pemerintahan  

b) Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 

dari satu organ pemerintahan kepada organ 

pemerintahan lainnya. 

c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 

namanya. 

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam teori 

kewenangan yaitu adanya kekuasaan, adanya organ 

pemerintah, dan sifat hubungan hukumnya, dapat 

dijelaskan sifat hubungan hukum adalah suatu hubungan 

yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu 

sendiri timbulnya hak dan kewajiban.  

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris 

termasuk kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal 

dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris 
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adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dapat dilihat dalam 

Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan (3) UUJN tentang 

kewenangan Notaris, yang pada intinya Notaris berwenang 

untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu teori kewenangan 

dapat digunakan untuk menghadapi masalah ataupun 

memberikan penjelasan tentang kewenangan seorang 

Notaris dalam menjalankan jabatannya. 

3. Applied Theory  

3.1.  Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah 

perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan.13 Sarana perlindungan hukum menurut 

Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  

1) Perlindungan hukum preventif, pada perlindungan 

hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

                                                           
13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: 

Bina Ilmu, 2006, hlm.84. 
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mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindakan  

pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat 

hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan 

pada diskresi. 

2) Perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan 

hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di 

Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. yang 

dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat 

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 

negara hukum. 

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada 

hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 
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mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 

adalah upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.14 

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama 

dihadapan hukum, oleh karena itu hukum diharuskan 

memberikan perlindungan bagi semua pihak. Sama halnya 

dalam sebuah akta autentik yang pada hakikatnya adalah 

sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian 

hari. Hal tersebut adalah salah satu contoh perlindungan 

hukum secara preventif.15 

F. Kerangka Konseptual 

1. Notaris  

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 UUJN adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

2. Akta Autentik  

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang oleh undang-undang. Akta tersebut memuat 
                                                           

14 Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, 

hlm.74.   
15 Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, Dinamika Hak Kekayaan 

Intelektual Dalam Masyarakat Dalam Masyarakat Kreatif, Cetakan Pertama, Yogyakarta: 

Total Media, 2009, hlm.12.   
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keterangan seorang pejabat seperti Notaris yang menerangkan 

apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya. Pengertian akta 

autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan 

bahwa:  

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat 

dimana akta dibuatnya”.  

 

Akta autentik dibagi menjadi dua macam yakni :  

1. Akta yang dibuat oleh pejabat (ambtlijke acta), merupakan akta 

yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk hal 

tersebut. Akta ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian 

materiil.  

2. Akta yang dibuat oleh para pihak (partij acta), merupakan akta 

yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk 

itu, dan pejabat tersebut menerangkan juga atas yang dilihat 

serta dilakukannya. Akta ini dibuat oleh pejabat atas 

permintaan pihak yang berkepentingan.  

3. Klausula Proteksi Diri Notaris 

Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan 

apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai 

dengan yang tercantum dalam akta, dan terjadi sengketa atau ada 

hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak 
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benar dari para penghadap sendiri, maka hal tersebut  tidak akan 

melibatkan Notaris. 

4. Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) 

Merupakan suatu sistem yang dirancang dengan tujuan untuk 

menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. 

Sehingga, disebut sebagai sistem operasional dalam pekerjaan, 

agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar 

Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) dalam menjalankan 

tugas dan jabatan sebagai seorang Notaris tentunya didahului 

dengan memintakan data-data atau identitas dari para penghadap 

yang hendak membuat akta notarill.  

Kemudian melakukan pengecekan secara mendasar terkait 

Identitas yang diberikan oleh penghadap. Notaris tidak 

mempunyai kewenangan khusus untuk mengecek terkait identitas 

penghadap, Notaris hanya bisa mengecek secara mendasar data 

penghadap. Setelah semua data sudah lengkap dan memenuhi 

standar dalam pembuatan akta, untuk selanjutnya Notaris akan 

membuatkan akta yang menjadi kehendak dari para penghadap 

G. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis 

dan kontruksi yang dilakukan disesuaikan dengan metode atau 

menggunakan sebuah cara tertentu secara sistematis dengan 

berdasarkan suatu sistem. Inti dari sebuah penelitian hukum yaitu 
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menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum 

dapat terlaksana, dan dapat menerapkan metodelogi penelitian 

dengan baik.16 Adapun metode penelitian yang digunakan  dalam 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Pada penulisan penelitian ini, menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatf ini juga bisa 

dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya 

ditujukan pada peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut 

berkaitan erat dengan studi kepustkaan (library research).17 Dalam 

penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangn 

serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk di teliti. Adapun 

permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk 

mengetahui serta menganalisis Penerapan Klausula Proteksi Diri 

Notaris Dalam Akta Notaris Terkait Standar Prosedur Pelayanan 

Operasional (SPPOP). 

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi 

argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan 

konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk 

mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai 

ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itulah, landasan 

                                                           
16 Wahyu Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 

2002, hlm.7.  
17 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi 

Revisi,  Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021, hlm.98. 
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teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat 

pada tataran teori hukum normatif/kontemplatif.18 Penelitian 

hukum Normatif disebut juga penelitian Hukum Doktrinal. 

Penelitian ini bergerak dibidang norma yang bersifat ideal, 

penjelajahan pada sisi Das Sollen dari hukum.19 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan 

antara lain: 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah 

pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi.20 Hal yang perlu diperhatikan 

ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma 

dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-

undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma 

tersebut berada pada sebuah peraturan perundang-undangan 

yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu  

                                                           
18 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-II, 

Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm.12. 
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Sinar Grafindo, 2014, hlm.83. 
20 Ibid, hlm.133. 
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berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau 

yang baru.   

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan tetap.  

Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti 

mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif 

kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya 

jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai 

kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa 

hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.21 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Menurut sumbernya, sumber data penelitian ini terdiri dari data 

sekunder. Data Sekunder, ialah data-data yang didapat dan 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-

undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi sebagai berikut: 

                                                           
21 Ibid, hlm.138. 
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a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki 

otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan 

pemerintahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat tersebut 

terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan objek penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris dan 

4. Kode Etik Notaris. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang 

bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer 

diantaranya, seperti hasil-hasil penelitian, wawancara atau 

pendapat pakar hukum dan literatur hukum seperti: Jurnal, 

Majalah dan Tesis.22 

 
                                                           

22 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2014, hlm.32. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia, dan 

sebagainya. Bahan hukum tersier ini, meliputi Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, jurnal dan ensiklopedia.23 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik 

pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian 

kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi 

pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi dan hasil penelitian.  

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara 

penelusuran terhadap bahan hukum dan melakukan pencatatan 

terhadap bahan hukum yang relevan sesuai dengan pokok-pokok 

kajian. Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang 

digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu: 

  

                                                           
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, 

hlm.59. 
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a. Bahan Pustaka 

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel, internet, 

kamus hukum, tesis, distertasi dan referensi lainnya, yang 

berkaitan dengan Penerapan Klausula Proteksi Diri Notaris 

Dalam Akta Notaris Terkait Standar Prosedur Pelayanan 

Operasional (SPPOP). 

b. Wawancara 

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat 

dimasukan sebagai bahan non buku dan ada baiknya peneliti 

menyusun untuk lebih memahami permasalahan yang dibahas, 

maka dilakukan penggalian informasi kepada beberapa Notaris 

praktik yang sudah senior, baik secara berhadap langsung 

maupun menggunakan media komunikasi secara elektronik. 

5. Teknik Pengolahan Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini 

dilakukan pengelolaan dengan cara mengadakan sistematika 

terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematika adalah membuat 

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan 

pekerjaan analitis dan konstruksi.24  Sistematika dalam penelitian 

ini berupa sistematika eksternal yakni sistematika bahan 

penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam 

                                                           
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UII Press, 2005, 

hlm.32. 
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tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan kedalam 

pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sehingga 

menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian-pengertian 

yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti dilakukan 

secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu 

hukum yang terkait dan relavan secara logis. Untuk melakukan 

analisis tersebut dilakukan penafsiran sistematis, yaitu 

mengkaitkan keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori 

atau pendapat ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lainnya, 

sehingga diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud 

penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan pula penafsiran 

otentik, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh undang-

undang. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan   

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk 

menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang 

dipergunakan adalah secara deduktif. Metode deduktif 

dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder 

yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Proses yang terjadi dalam 
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penarikan kesimpulan secara deduktif adalah yakni merumuskan 

hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.25 

  

                                                           
25 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia, 2006, hlm.197.   
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